‘Ada Apa dengan Peudzdikan Kita?
 Oleh DR. M. Said Saile, M. Si %)

Pendahuluan -0

Sesuai dengan jiwa dan ketentuan
UUD 1945 (Pembukaan, Pasal 31 dan
Pasal 3 2) dar UU No.2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendldikan NMasional,.
Sistem Pendidikan Nasional berfiingsi
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
memajukan kebudayaan nasional
dalam rangka membangun negara
kebangsaan yang modern dan demo-
kratis berdasarkan Pancasila. Pada
dasarnya, pada instrumen pendidi-
kanlah tempat d1gantungkannya cita-
cita bangsa ini agar budaya dan
peradaban tidak tertinggal jauh dari
i?udaya dan paradaban bangsa-bangsa
lain. Persoalan yang sangat signifikan
adalah sejauhmana sistem pendidikan

kita menunjukkan peran strategisnya

itu-mewujudkan cita~-cita nasional
dalam prakiek penyeienggaraan pen-
dldikan

" "Pada uraian berikut akan dianalisis

proses pelaksanaan sistem pendidikan,

nasional kaitannya lembaga pendidikan
sebagai agen transformasi sosial dan
pembudayaan, otonomi daerah dalam
bidang pendidikan, dan kedudukan
perguruan swasta dalam sistem
péndidikan nasional sebagai berikut:

' Perwira Menengah Bemxgas di Perguman Tingg e

Fungsi pendidikan sebagai pmses
transformasi budaya - '

Budaya yang akan ditransforma-
sikan oleh Jembaga pendidikan kepada
peserta didik secara filosofis oleh
pendiri republik Indonesiatelah diru-
muskan di dalam Pembukaan UUD
1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan
bangsa” dan rumusan Pasal 31 ayat 2
UUD 1945 yaitu “pemerintah
memajukan kebudayaan nasional”,
seria rumusan tujuan pendldlkan
nasional dalam Pasal 4 UU No.2 tahun
1989, yaitu “mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya yaitu manusia
yang beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan
rokhani, kepn'badmn yang mantap den
mandiri, serta rasa tanggung Jawab
kemasyarakatan den kebangsaan.

Pengalaman menunjukkan bah'iwa_
proses transfomasi budaya secara
ideal yang diharapkan belum terwu-
judkan dalam diri peserta didik setelah
menempuh suvatu jenis den jenjang
pendidikan. Tujuan umum pendidikan
nasional yang dirumuaskan dalam UU
No.2 Tahun 1989 yang dijabarkan ke

RERGITETER.

dataryberbagai tujuan lembags; tujoan

3¢

Bhaymgkara Edisi 55 Oktober « Desember 2002




kurikuler, fujuan pembelajaran umumn,
‘dentujuan pembelq;aran khusus belum
berhasﬂ dltransformamkan ke dalam
d1r1 pr;badl masmg—masmg peserta

.dldik ‘Kegagalan iembaga pendidikan -
_' :dalammelaksanakanfungsmendidikan )

“den mencapai- u_]uan pendldlkan
‘nasional, meﬁuni_. oedijarto (2002)
d1sebabkan proses pebe}ajaran yang
berian@sung disekolah pada mmunnya
{(dari sekolah dasar hmg a perguruaﬂ
tinggi) beluni: ‘sampaiipada’ tingkat
men_gadzkan peserta didik memkman
‘belajar dan menumbuhkan tinat untuk
"-mendalamx belajar Lebih lanjut di
teégaskan-batiwa hal tersebut karena
,pada ummnnya peserta didik ‘harus
niempelajari banyak mata pelajaran
' dengan materi'yang sarat dalam waktu

‘vang terbatas. Dampak negatif lebih
lanjut dari hal tersebut adalah semakin
menumpuknya:Kekecewaan dengan
akibat munculnya tingkah laku yang
tidak sesuiai dengan tujuan pendidikan
den harapan masyarakat, -

* Kalau pendidikan’ dxharapkan
‘berﬁmgsz efektif dalam upaya men-
transformasikan tujuan pendidikan
mulai tujuan pendidikan nasional
sampai pada tujuan masing-masing
jenjang pendindikan, den tujuan
lembaga pendidikan, maka komponen-
komponen kependidikan harus dalam
kondisi yang cukup, lengkap, den

sehingga proses:pembelajaran ber-
langsung efektif’ guna-mempemudah
tercapainyatujuan pen didikan. Sejalan
dengan hal: ituy ‘Sodjiarto: (2002)

: berpendapa‘{ agar proses pembela:;aran

yang relevan bagi: terjadinya proses
soszahsas; dan pembudayaan kemam—

g 3puan mial, srkap, watak, dan perﬂaku

hanya dapat terjadi denoan kondisi

'mfrastruktur tenaga kependldlkan

s:stem kunkuium, dan imgkungan yang
sesuax I

Berdasarkan pemleran dz atas
dapat dlkemukakan bahwa komponen

'utama yang mendukunfr tercapamya

proses 5051ahsa51 dan pembudayaan

seperti dlkemukakan di atas adalah
kurikulum. Kurikulum. menempati
posisi yang. sangat startegis dalam
sistem pendidikan yang memung-
kinkan berfungsinya lembaga pen- .
didikan sebagai agen sosialisasi-dan
pusat pembudayaan. Oleh karena itu,

pembicaraan berikut akan berfokus

pada perancangan kurikulum.yang
diyakini akan mewujudkan harapan
seperti yang diuraikan di atas.
Perancangan kurikulum tentunya.
harus didasarkan suatu hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan kurikulum yang
sedang berlaku meliputi Context, Tn-
put, Process, dan Product (Model
CIPP). Komponen yang dievaluasi
dengan model CIPP iniadalah: .+

bermutu serta didesain jedemikian rupa

a. Evaluasi context berhubungan
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- dengan misi, tujuan, dan strukiur
¢ program kurikalum, -
b. ‘Evaluasi input berhubungan den gan
- peserta didik, tenaga pendidik,

-+ bahanajarymedia belajar, perpus- -

-.-takaan, ruangan belajar, laborato-
..-rium; ruang rekreasi dan Iain-lain.
c. Evaluasi process: berhubungan
- dengan. pelakasanaan kegiatan

__pengajaran yang meliputi; per-
. .'.."._siapan__mengajar tenaga pengajar,

kesesujan materi pengajaran

_'_dengan pokok bahasan dalam

 kurikulum suasana proses belajar
mengajar, kesesuaian metode

bela_]ar dengan metode mengajar

““yang digunakan, dan sebagainya.
d.{ ‘Evaluasi product berhubungan

dengan hasil pendidikan Jembaga
pendidikan mencakup kualitas
+*Julusan yang dapat dilihat melalui
‘kemampuian dalam melaksanakan

- tugas secara profesional.

" Menurut Soedijarto (2002) kuri-
kulum pendidikan yang pernah dan
sedang berlaku di Indonesia menunjuk-
kan kegagalan mentransformasikan
kemampuan, nilai, sikap, watak, dan
perilaku yang diramuskan dalam tujuan
pendidikan tersebut. Lebih lanjut,
ditegaskan beliau bahwa belum
terdapat rumusan yang jelas tentang
jenis kemampuan, keterampilan dan
sikap yang harus dikuasai oleh lulusan
suafi jenjang dan jenis pendidikan vang

menilai berhasil tidaknya suatu

lembaga pendidikan melaksanakan

fungsi institusionalnya.

Seiring dengan pemikiran di atas,
maka hasil evaluasi kurikulum itu
dijadikan :dasar untuk merancang
kurikulum yang berfungsi sebagai
sarana sosialisasi dan pembudayaan.
Dalam kondisi seperti itu, John D. Mec.
Neil (1977) mengemukakan gagasan
agar kurikulum yang dirancang
menggunakan konsep "The Social
Reconstructionist Curriculum?”.
Kurikulum ini berfungsi sebagai sarana
kendaraan bagi peserta didik untuk
mengembangkan pemikiran kritis dan
memberikan kemampuan dan kete-
rampilan untuk memahami perkem-
bangan baru dalam masyarakat dan
sekaligus melakukan perubahan sosial
dalam masyarakat. _

Kurikulum yang demikian itu
diharapkan relevan dengan fungsi
lembaga pendidikan sebagai agen
sosialisasi dan pusat pembudayaan,
menurut Soedijarto kurikulum memiliki
karakteristik sebagai berikut:

a. Rumusan tujuan pendidikan pada
tingkat kelembagaan harus meng-
gambarkan secara jelas dan dapat
diukur kemampuan, sikap, penge-
tahuan dan keterampilan peserta
didik.

b. Struktur program kurikulum yang

dapat dijadikan tolok ukur dalam

tidak terlalu sarat dengan muatan

32

Bhayangkara £disi 55 Oktober - Desember 2002




-:mata pelajaran-dan jumiah SKS
:yang memungkinkan :adanya
- kesempatan:peserta didik untuk
csmelakukan: penghayatan dan
PETENUNGAN. -  vr oo

¢, Pokok. bahasan daiam Gans Besar
?rogram Pengajaran hanya me-

. .muat yang esensial, fundamentaI

| Struktur.kurﬁcuium seperh dl atas ‘
harus dumplementasﬂ{an dalam | PIOSES
belajar yang menumbuhkan enam pi-.

lar beiajar yang dxkemukakan J acques
Delms (1999) yaxtu -

a Learmng to Know . “

:'Learnmg 1o know yang d1maksud« '
" kan di sini adaIah bukan sebatas__

: "mengetahu] dan memﬂﬂu mfonn351
sebanyak—banyaknya menyimpan
dan mengingat seiama-lamanya,

“tetapi kemampuan memahami
‘makna di balik materl ajar ‘yang

“diterimanya.

b. Learning to Do

) Learmng to do merupakan rang-
kaian ‘tahap benkutnya setelah

*learing to know. Model pendidikan
‘kita yang berlangsung selama ini

lebihbanyak mengajarkan “omong”

* dan kurang mendorong orang untuk
“berbuat”. Semangat “retorika”

lebih besar daripada “aksi”. Pada

‘hakikatnya, learning to do bu-
kanlah kemampuan berbuat yang
mekanis, toto copy, dan pertukangan

namun berbuat dengan berpikir
i (acting in thinking-.atau.leaming

by-doing j. .

.- Learning to Be

Prinsip learning fo be menunmt

-peserta didik yang mandiri, yang
w.mengenal -dan memahami-jati
 dirinya dari hasil-belajar. Dalam
- penerapannya, learning to be

‘mermungkinkan ‘terciptanya ma-
- nusia:yang percaya diri, tangguh

dan bersamangat.

. Learning to Live Togezher.- i
Learning to live together meru-

pakan kelanjutan dari tiga Learn-

Ang ("L") di atas. Oleh karenaity, .
learing to live together ini menuntun

peserta didik yang nantinya hidup

-sebagai orang terpelajar (educated
. person) dalam sebuah masyarakat

yang plural { etnis, suku, kebuda-
yaan, agama, pilihan politik). Keha-
dirannya di dalam masyarakat itu
akan bermanfaat bagi dirinya
sendiri dan lingkungannya.

e. Learning Lern

Bersekolah" boleh saja seiesal
tetapi "belajar" tidak pernah
berhenti. Dalam kehidupan ini
masalah tidak pernah selesai, satu
masalah yang sudah terjawab,
berikutnya timbul beribu masalah
untuk dijawab. Kondisi seperti tidak
terhindarkan di dalam zaman
modern ini. Masyarakat modem

Tlanpa pemikitan yang Kreatll,

adalan fearning society giau
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“knowledge society. Learing to
~learnini'menuntun peserta didik

mengembangkan strategi belajar
yang lebih independen, kreatif,

< efektif,; dan efisien. Learning to
. Learn'memerlukan model pem-
‘belajaran-baru yaitu pergeseran
“:dari model belajar "miliki" menjadil
-model-belajar "menjadi”. Model
- belajar "memiliki" ‘adalah model

‘belajar konvensional, vaitu meng-
hafal, peserta didik menerima
-pelajaran sebanyak-banyaknya,

- menyimpan selama-lamanya dan

-menggunakan sesuai dengan
-instruksi yang telah diberikan oleh
rguru. Sebaliknya model belajar

- "menjadi"; peserta didik sendiri

vang mencari, meneliti dan mene-

-~ mukan jawaban pertanyaan yang
-~ dihadapinya, guru dituntut mem-

~bimbing, memotivasi, memfasilitasi,
‘memprovokasi, dan mempersuasi.

Learning throughout Life -

Kehidupan bergerak dinamis,
berkembang terus-menerus,
semakin rumit dan tidak menentu
{uncertainty), oleh karena itu tidak
adacara lain kecuali kita harus
belajar terus-menerus sepanjang

‘hayat (long life education).

Learning throghtout life me-

nuntun peserta didik untuk lebih

memahami bahwa ilmu (dalam arti
sesungguhnya) bukan buatan

bersumber dari Yang Maha
Mengetahui (Tuhan). Kebenaran
vang hakiki terpatridi dalam ilmu
Tuhan. Iimu Tuhan tidak terbatas,
luas terhampar karena itu upaya
untuk mencarinya tidak mengenal
Kurikulum yang dirancang dengan
baik dan diikuti proses belajar efektif,
maka kemudian harus dllengkapl_

dengan sistem evaluasi yano reIevan .

Sudjana [¢ 001) mengemukakan eva— :

luasi hasil belajar adalah proses

pemberian nilai terhadap hasil belajar
yang dicapai peserta didik dengan
kriteria tertentu. Dajam kaitan ini,

Sedjiarto ((2002) mengemukakan tiga

syarat evaluasi hasil belajar yaitu: -

a. Komprehensif, artinya instrumen
evaluasi yang disusun memuat
dimensi pengetahuan, keteram-
pilan, kemampuan, perilaku dan
sikap.

Instrumen evaluasi yang dlp:hh
harus sesuai dengan dimensi-
dimensi yang diukur. Djaali (2000)
menjelaskan bahwa pad a dasarmya
instrumen evaluasi pendidikan
terdiri atas tes dan non tes. Yang
termasuk dalam kelompok tes
adalah tes prestasi belajar, tes
intelegensia, tes bakat, dan tes
kemampuan akademik; sedangkan
yang termasuk dalam kelompok non

‘manusia melainkan 1lmu vang

tes adaiai skalasikap, skaipeni-
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lalan, pedoman observasz, pedoman____.:s_
_---.--'--wawancara o

sasteni evaIuas: yang relevan namun_.
t:dak dldukung oleh sarana dan prasana .
pendldikan, tenaba pendxdik dan fenaga -
kependldlkan pelaksanaan proses_:
pembe}ajaran tzdak berlangsung secara-

efektif dan, eﬁszen sehingga hasil yang

dﬂlarapkan tldaktercapax, tidak tex]ad1 ]
proses 5051a]1asa31 dan pembudayaan_
kemampuan, sﬂcap, mlm, moral, watak,___

dan. keteramplian Pada akhlrnya

: kond;b; tersebut muadomnw gmening-
katnya kuahtas peradaban dan_
senantxasa sesuai dengan perkem-_

bangan dan kemajuan llmu penge-
t'thuan dan teknol()fr} \ '

Otonomr daerah dalam bldang
pendidikan " - o
" Makna ‘otonomi daerah dalam
rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
31'ayat 2 UUD 1945, menyatakan
pemerintah mengusahakan dan me-
nyélenggarakan satu sistem pendidikan
nasional sedangkan ayat 3 amandemen
UUD 1945 mencantumkan permerintah

'jmasa transisi, dengan igerakan__;'

) ---kepada daerah—daérah 'Walaup

garakan satu sistem. pendidikan

2 _nasmnalyangmemngkatkan keimanan: - -
_dan ketakwaan serta akhlak mulia -
-~ dalam rangka . mencerdaskan kehi- -
3 dupan bangsa. '

Indonesxa saat ini berada dalam_

membenkan otonomiyang febih be

banyak plhak beium yakm dan masih
ragu apakah perubahan ini: akan"::
membenkan hasil yang sesuai denfran
harapan Keraguan ini tentunya punya
alasan, karena pengalaman negara{._
negara. yang manajemen. pendadl-;'-
kannya dikelola secara desentrahsas;_

walisasi, demﬂﬂanju“ascbahlmya_
- Syah Nur (2001 ).-mengangg@.
bahwa desentralisasi atau otonomi.
daerah dalam bidang pendidikan pada -
umumnya diartikan pem'indah_an
kontrol pendidikan dari pusat ke daerah.
dalam sistem pemerintahan. Di
samping itu, desentralisasi diartikan.
pula kontrol dilakukukan oleh pihak:
swasta atau individu. Belajar dari.
pengalaman darinegara-negara yang -
menganut desentralisasi dan sentra-
lisasi pengelolaan pendidikan dalam
sistem pemerintahan bahwa ternyata
memiliki keunggulan dan kelemahan
masing-masing. Olet karena itu penulis.
berpendapat bahwa otonomi daerah

mengusahakan dan menyeleng-

datanrbidang pendidikan-sebaiknya
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_ kétinggulanfyang terdapat dalam ke -
dua jenis manajemen it diintegrasikan

datam 'implénienta'si dalam manejemen
penyelenggaran pendldikan ch Indc)ne
sia saat ini.

“Secara umum otonomi daerah
lebih mengarah bagaxmana mengatur

agar penyeienggaraan admmzstrasf

pe_mermtaha_n berlangsung secara
efisien dan efektif. Oalam perspektif
otonomi daerah dalam bidang pen-
didikan, otonomi daerah harus diartikan
sebagai upaya ﬁieninmkatkan efisiensi
dan efektifitas penyelenggaraan pen-
dldﬂ(_an untuk mencerdaskan kehi-
dupan bangsa. Otonomi daerah dalam
kaitan pengelolaan pendidikan harus

dikaitkan dengan kemerdekaan untuk

mengaktualisasikan daerah dalam
memobilisasi semua dana dan daya
dalam mengoptimalkan tercapainya
tujuan pendidikan. Pemerintah daerah
dengan kewenangan otonominya
memiliki kemerdekaan untuk meng-
optiinalkan tercapainya misi pendi-
dikan nasional perlu didorong guna
meningkatkan kinerja sistem pen-
didikan inelalui pemberian dukungan
bagi tersedianya sarana, prasarana,
dan dana yang memadai untuk dapat
dilaksanakannya pelayanan pendidikan
secaramerata dan dapat terlaksananya
proses pendidikan nasional secara
relevan, efisien, dan efektif.

kemampuan daerah dalam mengelola
penyelenggaraan pendidikan maka
pemerintah pusat membuat peta
kondisi wilayah Indonesia untuk "
menetapkan tingkat otonomi yang akan
diberikan dan tingkat subsidiyang akan
dialokasikan sesuai dengaf tingkat -
kemampuan masmgumasmg daergh.

~ Pemerintah pusat h«.rtanggunﬂ
jawab untuk menjamin tersedianya
sarana dan prasarana minimal bagi
terselenggaranya pendidikan, Pem-
berian gaji minimum guru dan tenaga
kependidikan, pemberian buku ‘dan
bahan bacaan. Pelaksanaan otonomi
pendidikan haras berpedoman pada
standar nasicnal meliputi infrastruktur
pendidikan, proses pembelajaran,
sistem evaluasi dan hasil pendidikan,

" Berdasarkan uraian di atas dapat
dijelaskan bairva dalam pelaksanaan
otbnomx daerel, bidang pendidlkan
perlu mendapatkan perhatian khusus
agar kesalahan yang telah terjadi tidak
akan terulang. Pengalaman itu dapat _
dijadikan guru terbaik untuk mem-
perbaiki mutn penvelenggaraan
pendidikan. Oleh karena itu, otonomi
pendidikan dalam konteks otonomi
daerah menurut penulis ada bagian-
bagian yang pengelolaannya disen-
tralisasi di pemerintahan pusat agar
mutu hasil pendidikan relevan dengan
tuntutan masyarakat seperti peru-

Karena pervedaan potensi dan

musan igjan pendidikan nasional,
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standar mutu hasil pendidikan, penye-

dlaan infrastruktur- pendidlkan dan
upaya mendorong pemermtah daerah

mengaktuahsasxkan kemampuan

'yang dapat ..d.'lusahakari oleh 'peme—

nntah daerah periu dzdesenn‘ahsas&an _

d; masmc-masmg daer_ah _epem pe-
meliharaan infra struktur. pendidikan,
penmgkatan mutu tenaga pendldlk dan
tenaga kependidikan, dan peningkatan
kesejahteraan: tenaga .pendidik.
Dengan demikian, jlka kegagalan
mencapai tujuan pendidikan nasional
tidak diinginkan terulang lagi dalam
otonomi daerah, maka isu desentra-
lisasi:manajemen pendidikan perlu

dilakukanrasionalisasi; artinya desen-

_ tralisasi yang akan diterapkan jangan
sepenithnya dikelola oleh pemerintah
daerah tetapi aspek finasial, standar
- mutu pendidikan misalnya tetap. di-
lakukan oleh pemerintah .secara
nasional. |

Kedudukan perguruan swasta dan
pergnruan yang dlseienggarakau
pemerintah! :

.. Pembangunan nas1onal meru-
pékan tanggung jawab, bersama antara
pemermtah dan masyarakat. Memang
pembangunan akan langgeng apabﬂa
pembangunan itu merupakan hasit

=

Karena sumber-sumber dana pemba-.
ngunaa serba terbatas, dan:semakin - -

berkembangnya masyarakat Indone-
sia; serta semakmtmgg pend;dikannya,

akan: semakmfbesar pula peran serta"_ :
_masyarakat di dalam’ proses--pemb

da_lam___ ._UndangeUnd_ang Nom_or_ _2;
Tshun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Dalam Pasal 47 UU tersebut
mengenai peran serta ﬁa’a’s'yarakat'
dirumuskan sebaga1 beﬂkut "

a. Masyarakat sebagai 1}11'(1‘& pe—

:mermtah berkesampatan vang

seluas- luasnya untuk berperan

. serta, da}am penyelenggaraan
.. pendidikan nasional.

b. Ciri khas pendidikan vang dise-
' ienggarakan oleh masyarakat tetap
' -dlmdahkan i X

c: .Syara‘t~syarat dan tata cara dalam
penyelenggaraan peadidikan dz—
tetapkan dengan peraturan per_n¢-
rintah. | g

Ketiga ayat tersebut menjelaskan '

bahwa pémerintah memberikan
peluang kepada masyarakat berperan
serta dalam penyelenggaraan pen-

l(__.’arya dar_; macy_araknf_;fn sendiri

P g oy | D P g ok | A 3
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garakan masyarakat harus sesuai
dengan dasar pendidikan nasional yaitu
Pancasiladan UndanU~Undang Dasar
1945, Undang-undang tersebut di atas

menempatkan satuan pendzdﬁ(an yang

masyarakat _ _Oieh 'ka:ena il peme—'

ghargai setiap penyeieng—
garaan satuan pendldzkan yang
dilakukan oleh masyarakat yang
memiliki ¢iri khas tertentu, mlsalnya‘
satuan pendxdzkan_yang ‘berlatar
belakang agama, kebudayaan, kedi-

© nasan,-dan ‘sebagainya :sepanjang

penyelenggaraan peran swasta ter-
sebut sejalan dengan tujuan nasional.
Dalam perjalanan sejarah perkem~

bangan pendldikan di Indone31a per-

guruan swasta memegang peranan
yang siginifikan dalam upaya men-
cerdaskan kehidupan bangsa dan
memajukan kebudayaan (Suryadi:
1994).: Patut dicatat beberapa per-
guruan swasta yang mutu :hasil
pendidikannya tidak kalah dengan
perguruan yang dikelola pemermtah
sepertl satuan pend:dlkan yang
dikelola Al Azhar, Pordok Pesantren
Gontor, Tarakanita, Umversﬁas
Trisakti dan lain-lain,

“Deéngan pengakuan keberadaan
perguruan swasta yang dijamin oleh
undang-undang, perguruan swasta
adalah mitra yang sederajat dengan

pemerintah. Hal ini berarti bahwa
kedua sub-sistem tersebut: berdiri
sarna tinggi dan duduk sarna rendah
dalam sistem pendidikan.nasional.
Dengan demikian peraturan—peraturan
yang mend1sknm1nasﬂcan perguruan
swasta harus dxdereguiaﬂ o

Kes;mpuian Sl e

“ Lembaga’ pend:dlkan belum
berf’ungSI secara signifikan’ sebagai
agen sosialisasi dan pusat pembu-
dayaan kémampuan, nilai; sikap,
watak, keterampilan terhadap peserta
didik: Belum berfungsinya lembaga
pendidikan tersebut karena koinititien
penyelenggara- negara terhadap hal
tersebut masih lemah’ sehingga
berpengaruh langsung pada pengalo-
kasian pendanaan pendidikan dan
pembangunan mfrastmktur pendi-

Semangat otonomi daerah Jjangan
sampai mengorbankan pencapaian
fujuan pendidikan nasional. Pertim-
bangan yang arif dalam pengelolaan
pendidikan dalam era otonorni daerah
apakah desentrahsam versus sentra-
lisasi ataukah i mtergram desentrahsam
dan sentralisasi.

Perguruan sawasta merupakan
mitra pemerintah bexpartislpasz dalam
upaya bersama mewujudkan penca—
paian tujuan nasional. Perguman
swasta mempunyai kedudukan vang

—perguruan-yene-diselenggrakan-oleh

safra denigan pergurian yang dikelola
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